
 

 

 

 

BBUPATI ROKAN HULU 

        PROVINSI RIAU PATI ROKAN HULUIAU 

 

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
 

NOMOR 25 TAHUN 20225 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN ROKAN HULU 

TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI ROKAN HULU, 
 
Menimbang   :     bahwa untuk melaksanakan  ketentuan pasal 20 ayat (2) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
Tahun 2023; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

 SALINAN 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023; 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 

 

 
 

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 
TAHUN 2023. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu; 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu; 

4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia; 

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia; 

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 
yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 

 

 

 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang 
selanjutnya di sebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen 



perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tahun 2021 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari 
visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP 

Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional; 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD  

adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; 

12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan; 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi; 

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; 

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah; 

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program; 

19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 

20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarn dantujuan 
program dan kebijakan; 

21. Hasil (outcome)  adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya 

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; 

23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

 

 

 

BAB II 
KEDUDUKAN 

 
Pasal 2 



RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana 
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

Pasal 3 

Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi: 

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2023.  
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. 

 
   Pasal 4 

 

Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan 

pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.   

BAB III 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 5 

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
 

a. BAB I    :  PENDAHULUAN 

b. BAB II   : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN  
   DAERAH 

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

f. BAB VI :  KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
g. BAB VII : PENUTUP 

 
 

Pasal 6 

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu. 

 

    Ditetapkan di Pasirpengaraian 
    pada tanggal  8  Juli  2022 

29               
BUPATI  ROKAN  HULU, 

 
   ttd 

 
 

       S U K I M A N 

 

 

 

Diundangkan di Pasir Pengaraian 
pada tanggal  8  Juli 2022 

    31   
        

SEKRETARIS DAERAH          Salinan sesuai aslinya, 
KABUPATEN ROKAN HULU, 

 
 

          ttd 

 
 

MUHAMMAD ZAKI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 25 

 

 

 

 


